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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S2 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan  
Pancasila 

S3 
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan    
bangsa 

P2 Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum 

P5 Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum 

KU3 
Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data 



KK1 Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 
 

Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai sejarah perkembangan ilmu perundang-undangan, teori 
peraturan perundang-undangan (PPUU), dan memiliki keterampilan dalam membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan teknik 
penyusunan yang benar. 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata kuliah ini membahas mengenai peristilahan dan sejarah perkembangan ilmu perundang-undangan, konsep, jenis dan sifat  norma hukum, 
asas formil dan materil peraturan perundang-undangan (PPUU), jenis dan materi muatan PPUU, tata urutan PPUU, kewenangan pembentukan 
PPUU, Naskah Akademik, Bentuk dan Sturktur PPUU, fungsi dan jenis kalimat perundang-undangan, perubahan, pencabutan, peralihan berbagai 
PPUU, penjelasan, lampiran, pengundangan dan pemberlakuan PPUU, RUU, Ranperda. 
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Pertemuan 

ke: 

Sasaran Pembelajaran Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Kriteria Penilaian Bobot 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) 

 

I 

 

 

Mahasiswa mampu 
memperjelas 
makna/konsep negara 
hukum dan demokrasi 
serta konsep tentang 
peraturan perundang-
undangan  

 

1. Pengantar: 
2. Negara Hukum yang 

demokratis dan 
konsep tentang 
peraturan 
perundang-undangan 

 

• Perkenalan 

• Kuliah Interaktif 

• Penelusuran 
Pustaka 

2x50 
menit 

• Kemutkahiran literatur 

• Ketepatan dalam 
memperjelas materi 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

 
3 % 

 

 

II 

 

 

 

Mahasiswa mampu 
memperjelas sejarah 
perkembangan pemikiran 
dari seni hingga Ilmu 
Perundang-undangan 
dalam arti luas (teori 
perundang-undangan; 
ilmu perundang-
undangan dalam arti 
sempit). 

Perkembangan 
pemikiran tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan 
a. Seni Perundang-

undangan; 
b. Teori  Perundang-

Undangan; 
c. Ilmu  perundang-

undangan dalam arti 
sempit; 
1. Proses; 
2. Metode; 
3. Teknik; dan 
Aspek Politik 
Perundang-
undangan. 

• Kuliah Interaktif 
 

2x50 
menit 

• Ketepatan dalam 
memperjelas sejarah 

perkembangan 
pemikiran 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 
 

3 % 

 

III 

 

 

 

1. Mahasiswa mampu 
memperjelas peruuan 
sebagai sumber 
hukum, dan 
menjelaskan konsep 
tentang Norma 

1. Perundang-
undangan  sebagai 
sumber hukum,  

2. Konsep Norma 
Hukum, 

3. serta Jenis dan Sifat 

• Kuliah Interaktif 2x50 
menit 

• Ketepatan dalam 
memperjelas materi 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 

4% 



 Hukum 
2. Mahasiswa mampu 

memperjelas Jenis 
dan Sifat Norma 
Hukum 

Norma Hukum; dan 
4. teori tentang 

penjenjangan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

santun 
 

IV 

1. Mahasiswa mampu 
memperjelas Filosofi 
perancangan 
perundang-
undangan; dan 

2. Mahasiswa mampu 
memperjelas 
landasan pemikiran 
perancangan 
perundang-
undangan. 

1. Filosofi 
pragmatisme; 
positivisme 
filosofis; serta 
pragmatisme 
positivisme 
filosofis; 

2. Landasan 
pemikiran filosofis; 
sosiologis; yuridis; 
dan politis. 

• Kuliah interaktif 

• Small Group 
Discussion 

2x50 
menit 

• Ketepatan dalam 
memperjelas materi 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 

8 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V 

 

 

 

1. Mahasiswa mampu 
memperjelas teori 
lingkungan kuasa 
berlakunya hukum;  

2. Mahasiswa mampu 
memperjelas teori 
berlakunya hukum 
sebagai kaidah;  

1. Lingkungan Kuasa 
Berlakunya Hukum: 
Subjek, objek, 
wilayah, dan waktu. 

2. Teori berlakunya 
hukum: 
a. Kewenangan; 
b. Substansi, 

dengan 
mengakomodasi  
nilai-nilai;; 

c. Prosedur; dan 
d. Bentuk. 

• Kuliah interaktif 

• Case Study 

2x50 
menit 

• Ketepatan dalam 
memperjelas materi 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 

10 % 

VI 

 

 

Mahasiswa mampu 
memperjelas dan 
membedakan materi 
muatan dari berbagai 

Meteri Muatan 
berbagai jenis 
peraturan perundang-
undangan  

• Kuliah interaktif 

• Diskusi kelompok 

• Persentasi kelompok 

2x50 
menit 

• Ketepatan dalam 
memperjelas materi 

• Kemampuan bekerjasama 

6% 



jenis Peraturan 
perundang-undangan. 

 dalam kelompok 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 

 

 

VII 

 

 

Mahasiswa mampu 
memperjelas proses 
perancangan perundang-
undangan. 

Lembaga-lembaga 
penginisiatiif/pengusul 
dan proses 
penyusunannya, 
pembahasan, dan 
pengesahan rancangan 
perundang-undangan 
pada tingkat pusat 
maupun daerah. 

• Kuliah interaktif 
 

2x50 
menit 

• Ketepatan dalam 
memperjelas materi 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 

6 % 

 

VIII 

 

 

Mahasiswa mampu 
memperjelas dan 
membandingkan  
berbagai metode 
perancangan perundang-
undangan. 

Metode perancangan 
oleh: 
1. Reed Dickerson; dan 
2. Robert B. Seidmen 

(rossipi) 

• Kuliah Interaktif 2x50 
menit 

• Ketepatan dalam 
memperjelas materi 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

4% 

IX 

 

Mahasiswa mampu 
memperjelas dan 
membandingkan  
berbagai metode 
perancangan perundang-
undangan dalam 
mewujudkan karakter 
perundang-undangan 
yang akomodatif. 

Metode prancangan 
oleh: 
1. Regulatory Impact 

Assesmentl; dan 
2. LP2K3. 

Untuk Mewujudkan 
Karakter Perundang-
undangan yang 
akomodatif. 

• Kuliah Interaktif 2x50 
menit 

• Ketepatan dalam 
memperjelas materi 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 

4 % 

 

 

X 

Mampu memperjelas dan 
menyusun naskah 
akademik 

1. Dasar peraturan 
penyusunan naskah 
akademik; 

• Kuliah Interaktif 
 

2x50 
menit 

• Ketepatan memperjelas 
materi 

4 % 



 

 

2. Fungsi naskah 
akademik; 

3. Penyusunan bentuk 
dan isi naskah 
akademik 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 
 

 

XI 

 

 

Mahasiswa mampu 
memperjelas 
penyusunan draft 
(bentuk dan struktur) 
peraturan perundang-
undangan. 

1. Membuat 
draft/bentuk dan 
struktur peraturan 
perundang-
undangan; 

2. Pengelompokan dan 
Pengurutan serta 
Prinsip-prinsipnya. 

• Kuliah Interaktif 
 

2x50 
menit 

• Ketepatan menganalisis 
materi 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 

6 % 

 

XII 

 

 

Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan aspek 
politik perundang-
undangan dalam 
perancangan perundang-
undangan. 

1. Aspek politik 
perundang-undangan 
terhadap materi yang 
akan diatur; 

2. RPJPN/D dan  
RPJMN/D 

3. Prolegnas dan 
Prolegda  

• Kuliah Interaktif 2x50 
menit 

• Ketepatan menganalisis 
materi 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 

6 % 

 

 

XIII 

 

 

Mahasiswa mampu 
memperjelas bahasa 
perundang-undangan 

1. Ragam bahasa 
perundang-undangan 

2. Penyusunan kalimat 
perundang-
undangan. 

• Kuliah Interaktif 
 

2x50 
menit 

• Ketepatan memperjelas 
materi 

• Kemampuan bertanya dan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 

4 % 

 

 

XIV 

Mampu memperjelas dan 
memisahkan antara 
perubahan, pencabutan, 

1. Perubahan dan 
Pencabutan 
Peraturan 

• Kuliah Interaktif 2x50 
menit 

• Ketepatan dalam  
memperjelas  materi 

• Kemampuan bertanya dan  

4 % 



 

 

peralihan, berbagai 
peraturan perundang-
undangan. 

Perundang-
undangan 

2. Peraturan 
Peralihan 

mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 

 

XV 

 

 

Mampu membuat 
Naskah Akademik, 
RUU/Ranperda 

Latihan Membuat : 
1. Naskah 

Akademik, RUU/ 
Ranperda 

• Kuliah Interaktif 

• Study case 

2x50 
menit 

• Kemampuan 
menyelesaikan case secara 
mandiri 

• Kemampuan 
mengemukakan pendapat 

• Kedisiplinan dan sopan 
santun 

 

8 % 

 

XVI 

 

 
Mampu merancang berbagai jenis peraturan 
perundang-undangan 

Tugas Akhir 
(Penugasan 
Perorangan) 

2x50 
menit 

• Ketepatan dalam 
menyelesaikan case secara 
mandiri 

• kejujuran 

20 % 

 

 

 

 


